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MUHAMMADIYAH DAN POLITIK
(Analisa Pengalaman Politik pada Pilpres II Ponorogo tahun 2004)

Happy Susanto
Direktur Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Ponorogo

happysusanto@yahoo.com

PENGANTAR

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan yang cukup tua tentunya telah mengalami

banyak pengalaman. Muhammadiyah telah banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat

dalam melakukan pembinaan individu dan sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah telah

banyak melakukan kontak dengan bentuk kebudayaan-kebudayaan baru yang silih berganti.

Maka untuk setiap kontak dengan sesuatu yang baru akan selalu terjadi proses dialektika yang

terus menerus antar satu dengan lainnya, yang dalam terminologi sosial Berger (1991)

disebut dengan eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.30 Eksternalisasi adalah suatu

aktivitas pencurahan diri ke dalam dunia baik fisik maupun mental. Obyektivasi berarti bahwa

setelah melakukan pencurahan terhadap dunia ini, masyarakat berhadapan dengan prosedur

tersebut, mereka bereaksi terhadap pencurahan itu dan mereka sebagai realitas eksternal yang

berbeda. Sedangkan internalisasi adalah peresapan kembali realitas tersebut yang kemudian

ditransformasikan sekali lagi dari struktur kesadaran obyektif menuju kesadaran subyektif.

Proses inilah yang terus akan mewarnai kehidupan manusia. Usaha menutup diri terhadap

kemajemukan justru akan membuat kita tidak dewasa dan ketinggalan zaman. Ketiga proses

diatas tersebut adalah dasar setiap manusia termasuk warga Muhammadiyah dalam berprilaku

dan mengapresiasi setiap zamannya.

Warga Muhammadiyah yang cukup banyak ini merupakan komponen bangsa yang

aktif memberikan kontribusi dan warna dalam dinamika kehidupan di Indonesia ini termasuk

dinamika politik. Untuk melihat keterlibatan organisasi besar ini dalam panggung politik

memang bukan hal mudah karena organisasi ini tidak memiliki partai yang resmi didirikan

dan dijadikan sebagai satu-satunya tempat penyaluran aspirasi politik disamping itu sikap cair

politik warga Muhammadiyah itu sendiri yang bisa berkiprah di mana-mana. Tulisan ini akan

berusaha mengkaji posisi agama dan politik secara umum kemudian akan melihat secara

30 Peter.L.Berger, 1991, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory Religion, New York:
Doubleday, hal. 1-2
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historis terlibatan Muhammadiyah dalam politik dan secara praksis akan mengkaji

keterlibatan Muhammadiyah dalam pilpres II khususnya di Ponorogo.

AGAMA DAN POLITIK

Agama dan politik adalah topik pembahasan dan perdebatan perenial dalam sebuah

masyarakat yang bebas. Dalam negara semaju Amerika pun diskursus tentang agama dan

politik cukup menyita perhatian masyarakat. Jika membicarakan masyarakat agama maka kita

tidak akan bisa melepaskan dari pembicaraan mengenai keterlibatannya dalam dunia politik.

Maka untuk itu tak dapat disangkal lagi dalam negara yang bebas yang menerapkan prinsip-

prinsip demokrasi, agama merupakan faktor yang cukup besar sebagai daya penggerak

keterlibatan masyarakatnya dalam politik.31 Pentingnya posisi agama dalam masyarakat

menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi politisi untuk mencapai kekuasaan.

Memang sangat sulit untuk mengatakan manakah yang memiliki peran lebih penting

antara agama dan politik dalam perubahan sosial. Dua hal ini dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara terlihat saling berkaitan. Seorang politikus akan melihat agama sebagai sarana

untuk mencapai maksudnya. Demikian juga seorang agamawan akan melihat politik sebagai

sarana yang potensial untuk mengembangkan agama. Bahkan saat ini banyak muncul politisi

sekaligus agamawan, karena memang melihat pentingnya agama sebagai sarana pencapaian

kekuasaan. Kita menyaksikan pada pemilu yang lalu banyak agama diposisikan sebagai

sarana dan alat dalam monuver-monuver politik oleh kelompok tertentu.32 Penggunaan agama

dalam politik yang selama ini dianggap sebagai wilayah profan bisa saja membuat politik

memiliki akar religius sehingga aktivitas politik yang dilakukan seorang politikus selalu

dikontrol oleh nilai-nilai agama yang dianutnya. Namun di sisi lain bisa saja terjadi politisasi

agama yang mngakibatkan pendangkalan makna agama yang hanya dijadikan sebagai sarana

pencapaian kekuasaan. Disamping itu bahaya yang lebih besar politisasi agama bisa

menyebabkan perpecahan antar umat yang hanya dikarenakan aspirasi politiknya berbeda.

Secara sosiologis pentingnya agama dalam perubahan sosial pernah dijelaskan oleh

Weber. Dunia Barat yang kapitalis ternyata tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan agama.

Agama merupakan daya pendorong yang kuat bagi pemeluknya untuk mengkonstruksi

31 Robert Audi, 2000, Religious Commitment and the Secular Reason, New York: Cambridge University Press,
hal. ix

32 Penggunaan agama sebagai sarana politik ataupun urgensi agama dalam dunia politik pernah diungkapkan
oleh Facry Ali. Lihat Facry Ali, 1984, Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik, Jakarta: Pustaka Antara,
hal. 2-7
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dunianya. Kapitalisme di Barat yang di analisa oleh Weber muncul dari sebuah sekte

Protestant yang aktif yang bernama Clavinisme. Dengan doktrin internal yang disebut beruf

(panggilan), Calvinisme mulai membangun dunia melalui perekonomian. Calvinisme yang

mempercayai bahwa Tuhan telah menetapkan orang-orang yang telah dipilihnya dan

dianugarahi rahmat, namun mereka tidak mengetahui siapa orang-orang yang terpilih tersebut.

Maka untuk menghilangkan keraguan ini ia menunjukkan dengan semangat kerja dan

kemapanan duniawi sebagi simbol bahwa mereka adalah orang yang terpilih oleh Tuhan.

Melalui askese duniawi (innerworldly ascesticism) yaitu mengalahkan dunia dengan

menguasainya, Calvinisme merasa agama memiliki beruf dengan kerja sebagai sarana untuk

menunjukkan bahwa mereka telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai manusia pilihan. Kerja yang

dulunya berada pada wilayah profan menemukan bentuknya yang religius dalam ajaran ini.33

Dikaitkan dengan perkembangan sosial, kedudukan agama baik secara teologis

maupun sosiologis, sebenarnya sangat mendukung proses pendemokrasian politik, ekonomi,

dan kebudayaan. Semua agama besar dunia yang disebut sebagai agama Ibrahim (Abrahamic

Religion) muncul dan berkembang dengan misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi

harkat manusia. Menempatkan manusia pada hak dan kodratnya. Indonesia sebagai bangsa

yang yang bertuhan artinya nilai-nilai ketuhanan dijadikan sandaran nilai tertinggi maka

politik Indonesia diharapkan menjadi sebuah politik yang tetap diwarnai nilai-nilai spiritual

keagamaan. Politik yang selalu berbasis pada koridor moral dan nilai-nilai ketuhanan yang

menjadi landasandan dasar ideologi negara. Upaya ini hendaknya tidak dilihat sebagai

pemolitikan agama, yaitu menjadikan isu-isu agama sebagai komoditas politik untuk

memperoleh kekuasaan, tetapi lebih pada pengagamaan politik, yaitu upaya menjadikan

agama sebagai alat untuk mengkontrol para pelaku politik agar tidak terjebak dalam politik

yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan

yang bersumber dari agama selalu mengasumsikan terwujudnya keadilan dan kemerdekaan

yang merupakan dasar dari hak-hak asasi manusia. Demokrasi yang terjadi dalam masyarakat

merupakan suatu keniscayaan bagi terwujudnya keadilan dan hak kemerdekaan manusia.

Meski agama secara sistematis tidak mengajarkan praktik politik dan demokrasi, namun

33 Weber melakukan penelitian bahwa ada kaitan erat antara kemunculan kapitalisme di Barat dengan salah satu
sekte Protestan yaitu Calvin. Ia juga memberikan pernyataan bahwa agama-agama di dunia ini punya
kaitan erat dengan perubahan sosial terutama berkaktan dengan persoalan ekonomi. Lihat: Marx Weber,
1958, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: ChrlesScribner’s Son. Lihat juga
dalam: Taufik Abdullah, 1988, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi, Jakarta: LP3ES
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agama mampu memberikan etos dan spirit yang mendorong terwujudnya tatanan iklim

kehidupan yang demokratis. Maka bisa kita lihat di sini agama tidak saja memiliki tataran

teologis-normatif namun agama juga memiliki dan memasuki wilayah sosiologis-politik.

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK

Sebagai organisasi massa yang besar, Muhammadiyah memiliki kontribusi yang cukup besar

dalam perpolitikan di Indonesia. Secara historis keterlibatan banyak tokoh Muhammadiyah di

Masyumi ternyata telah membawa warna tersendiri pada partai tersebut kala itu.

Muhammadiyah juga selalu melakukan kontekstualisasi terhadap perubahan zaman. Sebagai

gerakan, Muhammadiyah selalu mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf

nahi-munkar. Sebagai gerakan sosial Muhammadiyah berdakwah melalui pendirian berbagai

jenis amal usaha untuk membangun masyarakat. Semua aktivitas ini dilakukan untuk

mencapai tujuan dasar yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga

terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.

Sementara itu secara politis pada tahun 1971 dalam sidang Tanwir di Maksaar

ditegaskan bahwa Muhammadiyah menjaga jarak dari semua partai politik yang ada.

Muhammadiyah juga membebaskan warganya untuk menyalurkan aspirasi politiknya sesuai

pilihan dan hati nuraninya masing-masing. Khittah ini bukanlah tanpa sejarah. Khittah itu

lahir setelah Muhammadiyah ikut mendirikan Parmusi (Partai Muslim Indonesia) yang

semula dimaksudkan untuk sebagai rehabilitasi politik Masyumi yang mengalami

kekecewaan. Kekecewaan itu disebabkan intervensi pemerintah yang sangat besar dan

terjadinya konflik antar kader Muhammadiyah sendiri. Konflik antara Djarnawi Hadikusumo-

Lukman Harun dan H.M.S. Mintaredja, tentu tidak bisa dilupakan begitu saja. Pengalaman

ketika menjadi anggota istimewa Masyumi, juga menyebabkan kader-kader lainnya seperti

Supeni dan Roeslan Abdulgani yang aktif di PNI, menjadi teranaktirikan. Maka dapat

dipahami bahwa setelah munculnya keputusan Tanwir 1971 tersebut kita melihat

Muhammadiyah sebagai organisasi menjaga jarak terhadap semua partai politik yang ada.

Dengan tidak berafiliasi terhadap salah satu partai politik, membuat kader-kader

Muhammadiyah bebas berkiprah dimana saja. Tidak mengherankan seperti pimpinan

Muhammadiyah saat ini (Din Syamsudin) dulu pernah aktif dan menjadi pengurus pusat

partai berlambang pohon beringin
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Setelah kejatuhan rezim Suharto, iklim demokrasi kita mulai berubah. Perubahan

secara drastis terjadi di Indonesia, terutama di bidang politik. Saat kran demokrasi di buka,

maka bermunculan partai-partai baru. Eforia politik ini juga melanda warga Muhammadiyah.

Akhirnya salah satu tokoh Muhammadiyah yang cukup terkenal, Amin Rais mencalonkan diri

menjadi presiden untuk menggantikan Suharto. Melalui PAN (Partai Amanat Nasional) yang

didirikan bersama beberapa tokoh cendekiawan Indonesia seperti Gunawan Muhammad dan

T.H. Sumartana, Amin Rais mengkapanyekan bahwa PAN adalah partai terbuka bagi siapa

saja dan bukan partai ekslusif yang hanya milik orang Muhammadiyah saja. Namun tidak

dapat dipungkiri dukungan terbesar partai berlambang matahari bersinar ini bersumber dari

organisasi yang pernah dipimpin sebelumnya yaitu Muhammadiyah. Amin Rais merupakan

sosok yang kharismatik bagi warga Muhammadiyah. Tutur katanya yang satun ternyata

banyak memikat warga Muhammadiyah untuk mendukungnya, disamping ia memang piawai

di bidang politik karena sebagai basis keilmuannya.

Kemunculan Amin Rais sebagai calon presiden ternyata membawa dilema tersendiri

bagi Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah melakukan Tanwir di Bali tahun 2002 dan

Makassar tahun 2003 berhasil membendung aspirasi sebagian warga untuk mendukung

kadernya tersebut sebagai kandidat presiden. Saat itu, kepercayaan masyarakat pada

Muhammadiyah yang independen bertambah besar. Netralitas ini patut diacungin jempol

karena Muhammadiyah telah melakukan pendidikan politik dengan baik yaitu tidak

membawa Muhammadiyah dalam wilayah politik praktis. Keberhasilan ini tidak bisa lepas

dari figur Buya Syafi'i Ma'arif sebagai ketua organisasi ini. Namun akhirnya pada tahun 2004

organisasi besar ini yang semula netral akhirnya mengeluarkan ijtihad politik. Secara resmi

Muhammadiyah mendukung sepenuhnya pencalonan Amien Rais sebagai presiden dalam

Pemilu 2004. Muhammadiyah mengeluarkan taushiyah agar warganya memilih calon-calon

anggota legislatif dan partai yang memberikan peluang besar dan langsung bagi terpilihnya

kader terbaik Muhammadiyah dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2004. Bagi Amien Rais,

Muhammadiyah tidak hanya memberikan tiket dan kendaraan tetapi juga jalan lampang

menuju istana kepresidenan.

Pemberian dukungan resmi Muhammadiyah itu, didasarkan pada alasan subjektif

karena Amien Rais pernah menjadi ketua umum dan merupakan kader terbaik persyarikatan

ini. Selain itu, alasan objektifnya adalah bahwa Amien Rais adalah tokoh reformasi yang

diharapkan dapat melanjutkan cita-cita reformasi menuju demokrasi di Indonesia tercinta ini.
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Maka, dengan keanggotaan Muhammadiyah yang hampir mencapai 15 juta dan tersebar di

banyak partai, diharapkan pada pemilu presiden 5 Juli semua warganya akan menaati

keputusan itu dan memilih Amien Rais

Ijtihad politik Muhammadiyah merupakan fatwa yang secara struktural dan moral

mengikat semua warga Muhammadiyah. Meskipun demikian, ijtihad tersebut menimbulkan

polemik, bahkan dalam internal Muhammadiyah sendiri. Kelompok kontra menilai

Muhammadiyah telah keluar dari khittah sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi

munkar. Muhammadiyah mulai kehilangan independensi gerakan karena melakukan kegiatan

politik praktis. Pada sisi lain, pihak yang setuju menyatakan dukungan kepada Amien Rais

merupakan keputusan natural dan netral. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan

pengkajian yang mendalam terhadap dinamika politik kenegaraan. Polemik fatwa resmi

Muhammadiyah untuk mendukung Amien Rais yang dikeluarkan di Yogya, menimbulkan

riak-riak konflik di interna Muhammadiyah. Hal itu terlihat pada kasus gugatan AMM

(Angkatan Muda Muhammadiyah) terhadap pernyataan PKS yang didukung beberapa

pengurus Muhammadiyah di harian Kedaulatan Rakyat sebelum pemilu 5 April lalu. Protes

serupa juga datang dari warga Muhammadiyah yang juga aktif di PPP, Golkar, atau PBR yang

merasa dianaktirikan setelah lahirnya keputusan resmi tersebut. Pernyataan sikap JIMM

(Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) yang menggugat dukungan resmi itu dengan

alasan pelanggaran khittah. 34 Disamping itu dukungan ini juga memunculkan kembali

terminologi lama yang sudah mulai dilupakan orang namun menjadi segar kembali setelah

fatwa tersebut muncul, yaitu bangkitnya politik aliran. Jika ini memang terjadi justru bukan

kemajuan politik yang terjadi melainkan kemunduran politik. Munculnya ancaman politisasi

terhadap agama.35

Inilah keunikan partai ini. Meski muncul ijtihad politik tersebut di atas namun ternyata

PAN hanya menduduki urutan ke tujuh dalam pemilihan legislatif 2004. Slogan sebagai partai

terbuka dan di komandani oleh tokoh yang dikenal sebagai figur reformis ini ternyata belum

banyak memikat hati rakyat. Suara PAN malah terbukti ambrol dan kalah dengan pendatang

34 Uraian lebih lengkap mengenai ini dapat dilihat dalam Ahmad Fuad Fanani yang berjudul “Menyoal
Konsistensi ”Khittah” Muhammadiyah dalam Kompas Cyber Media (KCM) 2004, maupun dalam
artikelnya yang berjudulMembendung “Syahwat” Politik Muhammadiyah di http. Islamlib.com 24 Mei
2004.

35 Istilah politik aliran ini sebenarnya dikaitkan dengan hasil penelitian antropolog Cliford Geertz tentang
trikotomo sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Jawa dalam ketiga varian yaitu santri, priyayi, dan
abangan. Lebih lanjut lihat dalam Cliford Geertz, 1960, The Religion of Java, Chicago: London.
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baru seperti Partai Demokrat, bahkan posisinya di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan beberapa contoh itu, dapat diambil pelajaran bahwa meski pengurus Muhammadiyah

mengajak secara resmi warganya untuk memilih partai tertentu, mereka tetap memiliki pilihan

sendiri yang diyakininya.

Kekalahan PAN ini sebenarnya terjadi diantaranya karena kesalahan pembacaan

terhadap realitas politik, terutama kepada warga Muhamadiyah. Kultur politik warga

Muhammadiyah yang dulunya cair dan terkotak-kotak diberbagai partai politik kini

disamaratakan. Terjadi generalisasi yang berlebihan (over generalization) terhadap warga

Muhammadiyah dimana jika keyakinan religius disamakan dengan keyakinan politik, meski

hal ini tidak dipungkiri juga saling berkaitan. Kesalahan pembacaan ini karena, dalam

terminologi Al-Jabiri, mereka menggunakan metode berfikir bayani (tekstual). Dalam model

berpikir ini, semua hal dipandang secara tekstual, material, dan konkret. Semua akan dilihat

sebagai hitam-putih dan otomatis. Karena Amien Rais merupakan mantan ketua PP

Muhammadiyah dan kader terbaiknya, maka semua orang Muhammadiyah pasti akan

mendukungnya. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Penyamaan aspirasi politik di

Muhammadiyah memang tidaklah mudah karena secara historis organisasi ini memang tidak

berafiliasi terhadap partai tertentu (sesuai khittah 1971) dan secara kultur anggota organisasi

ini telah mengalami pluralitas politik. Mereka tersebar di berbagai partai politik yang ada.

Menghadapi pluralitas politik ini maka pembacaan politik ke depan harus menggunakan

metode rasional (burhani) dan imajinatif (irfani).36

PENGALAMAN POLITIK MUHAMMADIYAH PONOROGO DALAM PEMILU

LEGISLATIF II TAHUN 2004

Muhammadiyah di Ponorogo lahir pada ahun 1922, sebuah umur yang cukup tua bagi gerakan

sosial keagamaan. Tidak heran jika Muhammadiyah banyak memeiliki pengeikutnya di sini,

untuk itu Ponorogo juga termasuk kantong Muhammadiyah yang cukup besar di Jawa Timur.

Kondisi umum perpolitikan Muhmaadiyah diatas ternyata juga terjadi di Ponorogo. Pada

pemilu legislatif yang lalu kader-kader Muhammadiyah tersebar di mana-mana. Pluralitas

politik ini karena tiga hal. Pertama secara historis memang Muhammadiyah sebagai gerakan

sosial keagamaan menjaga jarak dengan partai pokitik yang ada. Demkian Muhammadiyah

memberikan kebebasan bagi warganya untuk memilih partai yang dikehendakinya. Kondoisi

36 M. Abid Al-Jabiri, 1993, Bunyah al-‘Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah Li al-Nudzum al-Ma’rifah fi
al-Tsaqafah al-‘Arabiyah, Beirut: al-Markaz al-Tsaqafah al-Araby.
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umum ini juga terjadi di Ponorogo. Sebagai warisan kultur yang memiliiki sejarah yang

panjang, maka hal ini susah untuk diubah. Meski PAN didirikan oleh kader-kader

Muhammadiyah bahkan oleh mantan ketuanya sekalipun, ternyata belum mampu menjadi

pemersatu aspirasi warga Muhammadiyah. Kedua, secara filosofis Muhammadiyah

merupakan gerakan tajdid yang ingin melakukan purifikasi terhadap penyimpangan terhadap

akidah. Sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan Muhammadiyah sangat erat dengan model

berfikir yang terbuka. Keterbukaan pemikiran ini pada masa awal berdirinya organisasi ini

justru di tunjukkan oleh pendirinya, K.H. Ahmad Dahlan ketika menerima pimpinan Indisch

Sociaal Democratische Partij (ISDV) sebuah partai yang didirikan di Semarang pada tahun

1914 yang kemudian di berkembang penjadi Partai Komunis. Pemimpin ISDV, Darsono dan

Semaun, diizinkan untuk berbicara dihadapan warga Muhammadiyah untuk menentang

kebijakan represif pemerintah Belanda dan mengkampanyekan ide-ide sosialisme.37 (Jainuri,

2002: 115). Keadaan ini menunjukkan bahwa KH Ahmad Dahlan memiliki sifat keterbukaan

terhadap kebenaran dari manapun asalnya. Keterbukaan pemikiran ini juga beimbas pada

keterbukaan terhadap pilihan politik. Warga Muhammadiyah bebas memilih partai yang

dainggapnya mewakili nuraninya dan memnyarakan kebenaran. Ketiga, Muhammadiyah lahir

dari kelas menengah atau kelas pedagang. Kelas ini merupakan kelas masyarakat terdidik

yang menggunakan pola berfikir yang rasional.38 Karena pertimbangan rasional dan

matematis menentukan tingkat keuntungan dan kerugian termasuk dalam dunia politik.

Meskipun PAN didirikan oleh kader Muhammadiyah dan siap menampung aspirasi warga

Muhammadiyah namun karena pertimbangan yang rasional akhirnya warga Muhammadiyah

tidak semua bergabung dengan parrtai ini. Dari ketiga pertimbangan inilah, tidak

mengherankan jika warga Muhammadiyah dalam pilihan politiknya bersifat cair dan plural.

Data di Ponorogo menyebutkan bahwa dari 45 kursi DPRD yang disediakan

pemerintah, ternyata hanya di di isi oleh 3 orang dari PAN.mereka itu adalah: Suparno SH,

Wihananto, dan Puryono. Dalam pemilu legislatif 2004, daerah basis Muhammadiyah seperti

Kecamatan Kota, perolehan PAN jauh berada dibawah parta lama seperti Partai Golkar dan

PDIP. Di kecamatan ini PAN hanya memperoleh 3841 suara sementara itu partai Golkar

mendapat suara 9.065 dan PDIP sebanyak 8.215. Ironisnya ditempat ini pula partai pendatang

baru yaitu Partai Demokrat dan juga PKB meninggalkan perolehan PAN tersebut. Partai

37 Ahmad Jainuri, 2002, Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Awal muhammadiyah Periode Awal,
Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), hal. 115

38 Ibid: hal, 85
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Demokrat mendapat suara 6.218 dan PKB mendapat 7.214. Kondisi ini juga terjadi di

kecamtan-kecamatan lain yang dianggap menjadi basis Muhammadiyah. Sama dengan

kecamatan Kota, di kecamatan Jetis PAN hanya menempati urutan empat setelah PDIP,

Golkar, dan PKB. Demikian juga di kecamatan Mlarak perolehan PAN jauh dibawah

Fenomena kekalahan PAN ini terjadi secara merata di Ponorogo apalagi di kecamatan-

kecamatan selain basis Muhammadiyah. Cairnya politik Muhammadiyah Ponorogo ini tidak

saja dalam pemilu legislatif namun juga dalam pilpres I dimana Amin Rais masih menjadi

kontestan calon presiden.

Di samping ketiga sebab di atas, ketidaktertarikan warga Muhammadiyah terhadap

calon wakil legislatif di 2004 adalah adanya krisis kepercayaan dan ketidaktauan terhadap

calon yang ingin dipilihnya. Krisis kepercayaan ini disebabkan karena track-record DPR

secara umum maupun DPRD sudah sangat merosot di kalangan msyarakat, disamping juga

telah terjadi rasionalisasi politik di kalangan masyarakat. Sementara itu ketidaktauan

msayarakat terhadap calon yang akan dipilihnya juga sangat mempengaruhi pilihan politik

seseorang. Distribusi caleg yang tidak tepat bisa menjadi sebab kegagalan dalam pemilu

legislatif ini. Banyak caleg yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang justru terpasang

pada urutan atas sementara caleg yang dikenal dipasang pada urutan bawah atau justru

terpasang pada Daerah Pemilihan (DP) yang lain.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pluralnya pilihan politik warga

Muhammadiyah bukannya tanpa memiliki sejarah. Sisi sejarah ini ternyata memiliki ikatan

yang cukup kuat sehingga meski muncul ijtihad politik untuk mendukung pencalonan Amin

Rais menjadi presiden atau memilih wakil-wakilnya di legislatif, ternyata jatuhan pilihan

politik warga Muhammadiyah tetap beragam. Disamping organisasi ini menjaga jarak dengan

semua partai politik yang ada Muhammadiyah juga merupakan bentuk gerakan pembaharuan

yang memiliki model berfikir yang terbuka dan rasional. Keterbukan ini memberikan peluang

terhadap pilihan politik yang dianggap cocok dengan aspirasinya masing-masing sementara

itu rasionalisasi pemikiran memberikan pertimbangan matematis tentang keuntungan dan

kerugian dalam sebuah pilihan politik. Maka dari itu generelisasi pembacaan yang dilakukan

akan banyak mengalami hambatan dalam situasi yang plural tersebut.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri dari keberadaan organisasi besar ini adalah

Muhammadiyah telah banyak melakukan transformasi sosial. Sebagai gerakan ámar ma’ruf
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nahi munkar Muhammadiyah telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan bangsa ini.

Karena perannya yang cukup besar gerakan ini. telah memancing banyak komentar dari

berbagai kalangan. Wertheim menyimpulkan ideologi Muhammadiyah pararel dengan

ideologi kaum borjuasi di Eropa, terutama gerakan Calvinisme puritan. Geertz menegaskan

analisa ini dengan mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dengan tingkat

rasionalisasi yang sangat tinggi yang menjadi basis bagi etos homo-economicus.39

Muhammadiyah merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan Indonesia baru

yang kita ingin kan bersama. Untuk itu sebagai gerakan sosial keagamaan, seyogyanya

Muhammadiyah selalu membuka diri dan mampu berdialog dengan perubahan zaman.

Pembinaan terhadap umat tidak saja dilakukan kepada kader-kadernya saja namun juga

terbuka bagi kelompok lain. Sudah waktunya saat ini Muhammadiyah berkonsentrasi juga

pada persoalan-persoalan kemanusiaan, petani, buruh, pemberdayaan perempuan, kemiskinan

serta persoalan kemanusiaan lainnya.Wallhua’lam.
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